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RDP Komisi 11l DPRD Kota Medan
terkait 5 Pasar Belum Diserahterimakan

MEDAN - Komisi Il DPRD Kota Medan menggelar
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua
Komisi Ill DPRD Kota Medan, Muhammad Afri Rizki Lubis,
S.M., MIP., terkait 5 (lima) Pasar yang belum diserahterimakan
Pemerintah Kota Medan ke Perusahaan Umum Daerah (PUD)
Pasar Kota Medan, Senin (10/01/2022).

Muhammad Afri Rizki Lubis mengatakan bahwa ada
aset PUD Pasar Kota Medan yang belum diserahterimakan dari
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang
Kota Medan kepada PUD Pasar Kota Medan.

Ada 5 pasar yang belum diserahterimakan dari Dinas
Perkim kepada PUD Pasar Kota Medan. 5 pasar
tersebut antrara lain, Pasar Kampung Lalang, Pasar
Marelan, Pasar Induk Tuntungan, Pasar Pringgan,
Pasar Aksara. Kemudian ada beberapa keluhan
pedagang seperti pedagang di Pasar Kampung Lalang
mengeluh ada tangga yang belum bisa diperbaiki,
karena belum diserahterimakan dari Dinas Perkim ke
PUD Pasar, kata Muhammad Afri Rizki Lubis.

Selanjutnya, Muhammad Afri Rizki Lubis
juga berharap dengan diserahterimakan aset
dari Dinas Perkim Kota Medan ke PUD Pasar |

Kota Medan banyak inovasi-inovasi
yang diciptakan untuk dapat
meningkatkan PAD (Pendapatan Asli
Daerah).

: DPRD Kota Medan berharap

( Y dengan diserahterimakan dari pihak

Dinas Perkim ke PUD Pasar banyak

Inovasi seperti halnya Pasar Marelan

yang dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang diisi pedagang
pasar, kemudian dari sore sampai malam hari dibuat seperti
jajanan kuliner untuk meningkatkan PAD’, tandas Ketua

| Komisi lll DPRD Kota Medan.

Dengan diserahterimakan 5 (lima) Pasar tersebut ke
PUD Pasar Kota Medan, diharapkan Dinas Perkim dapat
melihat potensi lain dari pasar-pasar yang bisa meningkatkan
PAD Kota Medan untuk dilakukan pembangunan’, tutup
Rizki.
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"RDP Komisi 3
Terkait —
Pajak Penerangan Jalan

MEDAN - Komisi Il DPRD Kota Medan menggelar
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi Il DPRD Kota Medan Abdul Rahman Nasution,
S.H., terkait Pajak Penerangan Jalan, yang dihadiri oleh
Badan Pengelola Pajak, Retribusi Daerah Kota Medan, Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dan PT. PLN
(Persero) Up. 3 Medan, Senin (10/01/2022).

Dalam pemaparannya, Abdul Rahman Nasution menjelaskan
bahwa DPRD Kota Medan sangat mengapresiasi sinergi PLN
dan OPD terkait dalam penerangan jalan di Kota Medan. DPRD
Kota Medan sangat mengapresiasi telah memberikan
penerangan jalan yg sangat baik untuk Kota Medan termasuk di
lingkungan - lingkungan warga’, kata Abdul Rahman Nasution.

Selanjutnya, Abdul Rahman juga berharap kolaborasi kegiatan
ini dapat membawa manfaat bagi warga Kota Medan.
Semoga kolaborasi hari ini bisa membawa manfaat yg
baik bagi warga Kota Medan’, tandas Wakil Ketua
Komisi Il DPRD Kota Medan. Agenda ini

berlangsung di Ruang Rapat Komisi Il
DPRD Kota Medan, Jalan Kapten
Maulana Lubis No. 1 Medan.
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Ketua Komisi I DPRD Kota Medan
gangkatan Kepling

L

MEDAN - Forum Masyarakat
Peduli Kecamatan Medan Denai
menggelar aksi unjuk rasa didepan
kantor DPRD Kota Medan terkait
Pemilihan Kepala Lingkungan
yang tidak sesuai Peraturan
Walikota No. 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala
Lingkungan di Kota Medan, Senin
(17/01/2022).

Dalam tuntutannya, Forum
Masyarakat Peduli Kecamatan
Medan Denai mendesak agar
DPRD Kota Medan melakukan
pengawasan terkait tidak
transparannya pemilihan kepala
lingkungan di lingkungan mereka,
seperti contoh adanya
pengangkatan kepala lingkungan
yang ternyata tidak berdomisili di
lingkungan tersebut. Setelah
berorasi beberapa saat, akhirnya
sejumlah perwakilan warga
diterima Komisi | DPRD Kota
Medan. Ketua Komisi | DPRD Kota
Medan, Rudiyanto, S.Pd.l.,
mengatakan sudah disepakati dari
awal bahwa Komisi | DPRD Kota
Medan akan memanggil Kabag
Tapem (Tata Pemerintahan) Setda
Kota Medan, beberapa Camat dan
Lurah untuk mendengar
pengaduan masyarakat.

"Kami dari Komisi | DPRD
Kota Medan sudah kita sepakati

Berharap Wali Kota Awasi Pen

"

dari awal sebelum kedatangan
mereka bahwa besok hari selasa
(18/01/2022) jam 2 (dua) siang,
Komisi | akan memanggil Kabag
Tapem, beberapa Camat dan
Lurah untuk mendengar pendapat
mereka tentang aduan-aduan
masyarakat", kata Rudiyanto.

Rudiyanto juga menegaskan
bahwa Komisi | DPRD Kota Medan
sudah mengingatkan Kabag
Tapem Setda Kota Medan, Camat
dan Lurah untuk menjalankan
proses pemilihan kepala
lingkungan sesuai dengan Perwal
No. 21 Tahun 2021."Anggota
Dewan Komisi | saya pastikan
bahwa mereka sudah
mengingatkan Camat, Lurah, dan
Bagian Tapem untuk menjalankan
proses pemilihan kepala
lingkungan sesuai dengan Perwal
No. 21 Tahun 2021", tegas
Rudiyanto. Rudiyanto meminta
agar Bagian Pemerintahan,
Camat, Lurah harus mengawasi
jalannya pemilihan Kepala
Lingkungan di beberapa
lingkungan agar sesuai dengan
Perwal No. 21 Tahun 2022.

"Akan ada pemilihan Kepala
Lingkungan, misalnya di Kec.
Medan Tuntungan hari ini sudah
masuk pemberkasan. Lagi-lagi
kami meminta Bagian Tapem,
Camat dan Lurah untuk

Lt~

mengawasi jalannya pemilihan
Kepala Lingkungan yang
dilaksanakan dibeberapa
lingkungan sesuai Perwal No. 21
Tahun 2022. Kalau tidak ya gini-gini
terus", kata Rudiyanto. Ketua
Komisi | DPRD Kota Medan juga
berharap agar Wali Kota Medan
juga ikut mengawasi proses
pemilihan Kepala Lingkungan di
Kota Medan.

"Saudara Wali Kota juga harus
turun tangan dan awasi betul-betul
permasalahan ini. Kita khawatir
kredibilitas Wali Kota turun hanya
gara-gara ini. Saya menganut
paham bahwa tidak ada prajurit
yang salah, yang salah Pimpinan
yang tidak bijaksana", tutup
Rudiyanto. Audiensi ini
berlangsung di Ruang Rapat
Badan Anggaran Kantor DPRD
Kota Medan, Jalan Kapten
Maulana Lubis No. 1 Medan.



Komisi 1 _Hindari Kekisruhan Pengangkatan Kepling,
DPRD : Perwal No. 21 Tahun 2021

Kota Medan

MEDAN - Komisi | DPRD Kota
Medan menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) terkait
Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Lingkungan, Selasa
(18/1/2022). RDP ini langsung
dipimpin oleh Ketua Komisi | DPRD
Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd. |,
dan berlangsung di Ruang Rapat
Badan Anggaran DPRD Kota
Medan Jalan Kapten Maulana
Lubis No.1, Medan. RDP ini untuk
menindaklanjuti aspirasi
masyarakat dari hasil Rapat
Bersama Forum Masyarakat
Peduli Kecamatan Medan Denai,
Medan Labuhan, dan Medan Kota
pada hari Senin (17/1) kemarin
mengenai Peraturan Walikota No.
21 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Lingkungan di Kota Medan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP)
ini dihadiri oleh Kabag Tata
Pemerintahan Setda Kota Medan,
Camat Medan Labuhan, Camat
Medan Denai, Camat Medan
Barat, Camat Medan Kota, Lurah
Kelurahan Tegal Sari Mandala |, Il,
dan Ill, Lurah Kelurahan Pasar
Merah Barat, Lurah Kelurahan
Bandar Selamat, dan Lurah
Kelurahan Denai. Anggota Komisi
| DPRD Kota Medan, Mulia
Syahputra Nasution, S.H.,
mengatakan bahwa duduk perkara
dari aspirasi masyarakat mengenai
pengangkatan Kepala Lingkungan
adalah dari proses atau tahapan
verifikasi data faktual calon Kepala
Lingkungan yang mendaftar.

"Kalau menurut saya,
kesalahan atau duduk perkaranya
ada pada proses verifikasi data
faktual dari calon Kepala
Lingkungan itu. Kepala
Lingkungan yg terpilih haruslah
sesuai hajat hidup, yg bisa
melayani masyarakat", kata Mulia
Syahputra Nasution. Sedangkan
anggota Komisi | yang lain, Roby
Barus, S.E., menyebutkan
kurangnya sosialisasi pendalaman

tentang mekanisme proses
pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Lingkungan di setiap
lingkungan, sehingga pada
prosesnya belum sesuai Perwal
No. 21 Tahun 2021.

"Saya rasa Perwal No. 21
Tahun 2021 ini kurang
disosialisasikan kepada pemangku
jabatan di Kecamatan dan
Kelurahan, seperti disebutkan tadi
bahwa adanya ujian dalam
pengangkatan Kepala Lingkungan,
padahal di Perwal No. 21 Tahun
2021 tidak ada ujian. Kalau ada
ujian, tentu ada anggarannya.
Artinya belum serentak
pemahaman terhadap Perwal ini",
sebut Roby Barus. Sedangkan,
Mulia Asri Rambe, S.H., juga
menambahkan bahwa syarat
mutlak yang tidak boleh
dikesampingkan dalam
pengangkatan Kepala Lingkungan
adalah usia, tamatan pendidikan,
dan domisili dari calon Kepala
Lingkungan tersebut.

"Syarat mutlak yang tidak boleh
dikesampingkan yang pertama
soal pendidikan, minimal tamatan
SLTA/SMA, kedua usia minimal 23
sampai dengan 55 tahun, dan
ketiga domisili, dimana calon harus
minimal 2 (dua) tahun berdomisili di
lingkungan tersebut. Artinya orang
yang bukan warga atau tidak
berdomisili di lingkungan tersebut
tidak bisa mendaftar. Ini syarat
wajib karena peraturan ini Wali
Kota yang buat, kalau dilanggar
berarti kita bertentangan dengan
Wali Kota", tegas Mulia Asri
Rambe. Usai berlangsungnya RDP
tersebut, Ketua Komisi | DPRD
Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd.l.,
menyimpulkan bahwa dalam RDP
ini Komisi | DPRD Kota Medan
memberikan masukan kepada
Kabag Tata Pemerintahan Setda
Kota Medan dalam hal
pengawasan yang lebih kuat
terhadap Perwal No. 21 Tahun
2021, kemudian terhadap Pamong

harus dilaksanakan dengan baik

adanya laporan yang bersikap
kurang sopan terhadap warganya.

"Dalam RDP ini kami Komisi |
memberikan masukan kepada
Kabag Tapem, pertama dalam hal
pengawasan yang lebih kuat
terhadap Perwal No. 21 Tahun
2021. Kedua, karena banyaknya
masukan tentang Pamong yang
katanya bersikap arogan dan
kurang santun terhadap warga.
Dan yang ketiga, harus ada
komunikasi yang baik antara
Komisi | dengan Tapem, Camat
beserta Lurah", kata Rudiyanto.
Rudiyanto juga berharap agar ke
depannya pelaksanaan Perwal No.
21 Tahun 2021 dilaksanakan
dengan baik, sehingga tidak
menimbulkan kekisruhan di
lingkungan-lingkungan di Kota
Medan.

"Kita berharap pelaksanaan
Perwal No. 21 Tahun 2021 ini
dilaksanakan dengan baik. Jangan
ada lagi hal-hal yang akhirnya
menimbulkan kekisruhan di
lingkungan-lingkungan di Kota
Medan. Apalagi tadi disebutkan
ada beberapa Kecamatan akan
melaksanakan pemilihan Kepala
Lingkungan mulai dari bulan
Januari sampai April 2022", tandas
Ketua Komisi | DPRD Kota Medan.




Sekretariat DPRD Kota Medan
kembali Melaksanakan Vaksinasi Covid-19
Dosis Lanjutan (Booster)

MEDAN - Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/11/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis
Lanjutan (Booster), Sekretariat DPRD Kota Medan kembali melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan (Booster)
di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kota Medan, Selasa (25/01/2022).

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari
mulai tanggal 24 sampai 25 Januari 2022.

Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., mengatakan vaksinasi dosis
lanjutan (Booster) tersedia sebanyak 200 dosis dan diberikan untuk Anggota DPRD Kota Medan, seluruh ASN
dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

"Hari ini kita melaksanakan vaksinasi ketiga yaitu Booster terhadap keluarga di Sekretariat DPRD Kota
Medan termasuk Anggota DPRD beserta seluruh staf di Sekretariat DPRD Kota Medan yang telah melakukan
vaksinasi dosis kedua. Terdapat 200 dosis yang disediakan selama 2 (dua) hari", kata Ali Sipahutar.

Ali Sipahutar berharap bahwa vaksinasi lanjutan (Booster) yang dilaksanakan ini berguna untuk
memberikan imunitas yang lebih sehingga dapat mencegah dan meminimalisir dari mutasi virus Covid-19
terbaru yaitu Omicron.

“Kita berharap vaksin ketiga ini berguna untuk memberikan imunitas yang lebih bagi penerimanya untuk
meminimalisir virus Covid-19 terbaru yaitu Omicron", tutup Ali Sipahutar.




MEDAN - Banyaknya laporan
dan keluhan warga mengenai
bangunan yang menyalahi aturan,
Komisi 4 DPRD Kota Medan
menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Dinas
Penanaman Modal Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan,
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Penataan Ruang
Kota Medan dan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait
lainnya beserta perwakilan warga
di Ruang Rapat Badan Anggaran
Sekretariat DPRD Kota Medan,
Selasa (25/01/2022). Menurut
Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota
Medan, D. Edy Eka Suranta S.
Meliala, mengatakan bahwa RDP
hari ini membahas beberapa
permasalahan terkait bangunan
yang tidak sesuai aturan.

"Ada beberapa permasalahan
hari ini, yang pertama ada pagar
bangunan yang dibangun di atas
lahan dimana menurut pemilik
lahan berada di lahan beliau,
sehingga terjadi sedikit masalah
karena mengingat bahwa pemilik
lahan memiliki SHM (Sertifikat Hak
Milik) yang resmi namun dibangun
pagar oleh oknum-oknum yang
tidak bertanggung jawab.
Kemudian yang kedua adanya
perumahan di Kecamatan Medan
Helvetia, yang dalam perizinannya

Dinas Perizinan mengeluarkan izin
sejumlah 36 (tiga puluh enam) unit
bangunan tapi menurut
pemantauan di lapangan,
walaupun belum dibangun tapi
sudah dibuat batas-batas sejumlah
44 (empat puluh empat) unit. Kita
minta kepada Dinas Perizinan
supaya memantau ulang, jika
memang dibangun 44 (empat
puluh empat) unit akan terjadi
kerugian PAD (Pendapatan Asli
Daerah).

Selanjutnya Edy Eka Suranta
menambahkan adanya
permasalahan mengenai perizinan
yang ada di jalan Ir. H. Juanda
mengenai bangunan yang akan
dibangun Food Court (pusat
kuliner). Informasi yang didapat
Dinas Perizinan belum
mengeluarkan izin, masih hanya
berupa resi, tapi pemantauan di
lapangan pembangunan sudah
mencapai 70 (tujuh puluh) persen.
"Kami minta kepada
dinas terkait
U n &g K
memantau
perizinan di
o kasi

-

- y
Komisi 4 DPRD Kota Medan

menghimbau

tersebut yang merupakan sudut
jalan, walaupun bangunan itu
belum selesai tapi sudah terjadi
kemacetan di daerah tersebut",
tambah Edy Eka Suranta.

Edy Eka Suranta juga berharap
seluruh OPD terkait yang
menangani permasalah perizinan
bangunan agar saling bersinergi
dalam memantau bangunan-
bangunan agar sesuai dengan
aturan yang berlaku. "Kami
menghimbau dan berharap kepada
seluruh OPD terkait untuk
memantau perizinan dan
mengevaluasi dengan ketat, atau
bila perlu mengeluarkan izin
ANDALALIN (Analisis Dampak
Lalu Lintas) sehingga program Wali
Kota Medan supaya Medan tanpa
macet dapat kita raih", tandas Edy
Eka Suranta. Rapat Dengar
Pendapat ini dipimpin oleh
Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota
Medan, Burhanuddin Sitepu, S.H.

awasi dan evaluasi dengan ketat perizinan bangunan

yang menyalahi aturan

7
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Ketua DPRD Kota Medan .
Diharapkan Jemaat HKBP Distrik X Medan Aceh
Bisa Menjadi Agen Perubahan untuk Kebaikan

MEDAN - Ketua DPRD Kota
Medan, Hasyim, S.E., menghadiri
Syukuran Awal Tahun Baru 2022
HKBP Distrik X Medan Aceh, Rabu
(26/01/2022).

Dalam kegiatan ini, turut hadir
Wali Kota Medan, Muhammad
Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.,
para tokoh agama dan tokoh
masyarakat Dr. Drs. R. E.
Nainggolan, M.M., dan Kombes.
Pol. Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
beserta para Jemaat HKBP Distrik
X MedanAceh.

Dalam
sambutann
ya, Wali
Kot a
Medan

mengatakan bahwa tetap
berupaya mendukung program-
program Pemerintah Kota Medan
untuk mensejahterakan
masyarakat tanpa melihat etnis
budaya dan agama.

Dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan karena virus
Covid-19 belum usai, kami
berupaya agar program-program
Pemko Medan dapat
mensejahterakan masyarakat
tanpa pandang bulu, pandang etnis
budaya danagama’, kata Bobby.

Sementara, Ketua DPRD Kota
Medan berharap dalam ibadah
syukuran tahun baru 2022 ini,
kiranya para Jemaat HKBP Distrik
X Medan Aceh dapat menjadi agen
damai, agen perubahan yang
memberikan kebaikan dan cinta
kasih Kristus.

Melalui ibadah syukuran tahun
baru 2022 ini, saya mengajak kita
semua untuk bangkit menjadi agen
damai, agen perubahan yang

memberikan kebaikan dan cinta g

Kegiatan ini ditutup dengan
penyerahan Ulos dari Pengurus
HKBP Distrik X Medan Aceh
kepada Wali Kota Medan dan
Ketua DPRD Kota Medan,
kemudian dilanjutkan dengan foto
bersama.

Acara ini berlangsung di
halaman Gereja HKBP Distrik X
Medan Aceh.

kasih Kristus, sebagaimana Allah |

tidak membedakan kasihnya dan
kasih-Nya ditujukan kepada semua
umat manusia’, kata Hasyim.




MEDAN - Menanggapi banyaknya laporan dan
keluhan warga mengenai bangunan yang menyalahi
aturan, Komisi4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan
Umum Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota
Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan,
Camat Medan Marelan, dan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait lainnya. Dalam RDP ini juga
hadir sejumlah perwakilan warga, Senin
(31/01/2022).

RDP ini dipimpin oleh Paul Mei Anton Simanjuntak,
S.H., selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan
didampingi oleh anggota-anggota Komisi 4 DPRD
Kota Medan lainnya.

Dalam RDP tersebut Komisi 4 DPRD Kota Medan
mengangkat 2 (dua) masalah yang ada di
masyarakat, yaitu penutupan Jalan
Nippon/Takenaka, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan
Medan Marelan, Kota Medan dan proyek drainase di
area Masijid Al-Ishlah di Jalan Sei Belutu, Kelurahan
Padang Bulan Selayang |, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan.

"RDP hari ini mengenai Jalan Nippon/Takenaka
yang ditutup pakai portal. Jadi ada masyakarat yang
keberatan adanya portal yang menutup jalan umum
itu. Ke depannya kami menegaskan tidak boleh ada
portal-portal dipasang yang tidak mempunyai izin.
Kalau dibiarkan nanti semakin banyak yang menutup
akses jalan umum di Kota Medan", kata Paul Mei
Anton.

Selain itu Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan,
Renville Pandapotan Napitupulu, S.T., juga
menyebutkan adanya pengaduan atau keluhan
masyarakat di Sei Belutu tentang pembangunan
drainase di sepanjang Jalan Sei Belutu, Kecamatan
Medan Selayang.

Komisi 4 DPRD Kota Medan

"RDP hari ini salah satunya mengenai péﬁ@f"'

warga masyarakat Sei Belutu tentang pembangunan

drainase di sepanjang Jalan Sei Belutu, Kecamatan
Medan Selayang khususnya di depan salah satu
tempat ibadah yaitu Masjid yang memang membuat
kurang nyaman untuk kegiatan ibadah," kata Renville
Napitupulu.

Disini Renville Napitupulu juga menambahkan
tentang adanya laporan warga terkait adanya
keterlambatan kerja oleh pihak kontraktor, sehingga
pembangunan drainase menjadi lebih lama.

"Pembangunan drainase ini menggunakan sistem
yang baru yaitu sistem U-Ditch. Jadi ini memang
akibat rangkaian dari pekerjaan 2021 yang pada saat
itu Kepala Dinasnya masih Plt (Pelaksana Tugas).
Jadi pembangunan sistem drainase baru pertama kali
diterapkan dengan sistem U-Ditch, jadi benar-benar
perlu perencanaan sehingga terjadi keterlambatan
kerja oleh kontraktor”, tutup Renville Napitupulu.

Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung di Ruang
Rapat Badan Anggaran Sekretariat DPRD Kota
Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1,
Medan.
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Komisi 1 DPRD Kota Medan
menggelar Rapat Koordinasi dengan
Plt. Kabag Hukum dan Kasat Pol-PP Kota Medan

MEDAN - Komisi 1 DPRD Kota Medan
menggelar Rapat Koordinasi dengan Plt. Kepala
Bagian Hukum Setda Kota Medan dan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang
dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan,
Rudiyanto, S.Pd.l., Senin (31/01/2022).

Rudiyanto menjelaskan bahwa Rapat
Koordinasi ini merupakan silaturahmi awal
dengan PIt. Kabag Hukum Setda Kota Medan dan
Kasatpol PP Kota Medan untuk kinerja ke depan.

“Ini bertujuan mengetahui, yang pertama
tentang siapa PIt Kabag Hukum Setda Kota
Medan yang baru dan Kasat Pol-PP Kota Medan.

Kemudian yang kedua,
Anggota Dewan
berharap
kepada kabag
hukum yang
baru ini
d apat
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menyelesaikan persoalan2 misalnya Perda
(Peraturan Daerah) yang dimungkinkan akan ada
petunjuk teknis berupa Perwal (Peraturan
Walikota)", kata Rudiyanto.

Dalam kesempatan ini Rudiyanto juga
berharap Kasat Pol-PP bisa menjadikan Polisi
Pamong Praja yang humanis ke depannya.

"Kita berharap dibawah Kasatpol PP Pak
Rakhmat ini bisa menjadikan Satpol PP yang
humanis, karena anggapan warga selama ini
Satpol PP seperti tentara. Jadi harapan ke depan
tidak ada lagi kekerasan dalam penegakan
hukum dengan warga", tandas Rudiyanto.

Rapat Koordinasi ini berlangsung di Ruang
Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten
Maulana Lubis Nomor 1, Medan.




Komisi 1 DPRD Kota Medan
Melaksanakan Rapat Koordinasi
dengan Inspektorat dan Kesbangpol Kota Medan

MEDAN - Komisi 1 DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Inspektorat Kota
Medan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Senin (07/02/2022).

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, S.H, M.H., mengatakan tujuan Rakor
dengan Inspektorat Kota Medan agar memperkuat pengawasan dan pengauditan.

"Rapat hari ini dengan Insepktorat Kota Medan supaya diperkuat pengawasan dan juga pengauditan
kepada seluruh internal yang ada di Pemerintah Kota Medan supaya bisa memperbaiki kinerja", kata Mulia
Syahputra.

Selain itu, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan lainnya, Edi Saputra, S.T., mengatakan Kesbangpol
sebagai magnet dalam menjaga kondusifitas masyarakat Kota Medan.

"Titik tekan kami bagaimana Kesbangpol sebagai magnet dalam menjaga kondusifitas masyarakat Kota
Medan, karena salah satu tugasnya mengelola elemen-elemen OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda),
ORMAS (Organisasi Masyarakat), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kelompok
masyarakat lainnya.

Kami berharap bagaimana peran dan fungsi Kesbangpol sebagai
magnet tadi, bila perlu hal-hal yang perlu dibantu oleh Komisi 1
untuk menunjang kinerja dalam hal anggaran, kami siap !!",
kata Edi.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1
DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1,
Medan.




Ranperda Kota Medan

tentang
Penyandang Disabilitas

MEDAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Medan melaksanakan
Rapat Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan, Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, dan Bagian Hukum Setda Kota Medan, Senin
(07/02/2022).

Rapat Ranperda Kota Medan ini terkait tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia di
Kota Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan, tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.

Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M., mengatakan ada 25 (dua
puluh lima) Ranperda yang sudah ditetapkan bersama Pemerintah Kota Medan, salah satunya tentang
Perlindungan Terhadap Disabilitas dan Lansia di Kota Medan, dan Perlindungan dan Pengembangan UMKM.

"Dari 25 (dua puluh lima) Ranperda yang telah diparipurnakan, tentu kita harus urutkan lagi, mana yang lebih

awal akan jadi pembahasan kita termasuk salah satunya mengenai penyandang disabilitas dan
pengembangan UMKM.
Kita lihat prioritas untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi, baik sarana maupun prasarana. Medan
sebagai kota metropolitan, kota yg maju, saya pikir itu harus kita persiapkan. Juga termasuk UMKM, karena
banyak usaha-usaha yang terdampak Covid-19 ini juga jadi perhatian kita sehingga kita harus lahirkan Perda
(Peraturan Daerah) yang menjadi perlindungan dan pembinaan kepada pelaku UMKM", kata Edwin.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana




I(omls|-2 DPRD Kota Medan
Gelar RDP terkait Permasalahan Ketenagakenaan

MEDAN - Menanggapi adanya pengaduan masyarakat terkait ketenagakerjaan, Komisi 2 DPRD Kota
Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS
Ketenagakerjaan cabang Medan Utara, PT. Belawan Deli Chemical Industri, PT. Coca Cola Amatil Indonesia,
PT. Usaha Berkah Amanah, beserta perwakilan pekerja, Senin (07/02/2022).

RDP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Sudari, S.T., dan berlangsung di Ruang Rapat
Komisi 2 DPRD Kota Medan.

Sudari mengatakan ada 2 (dua) permasalahan terkait pengaduan masyarakat, yaitu permasalahan antara
PT. Belawan Deli Chemical Industri dengan Rinaldi Lubis sebagai Security, dan antara PT. Coca Cola Amatil
Indonesiadengan PT. Usaha Berkah Amanah.

"Kami dari Komisi 2 menerima pengaduan masyarakat, yang pertama antara Rinaldi Lubis sebagai Security
dengan PT. Belawan Deli Chemical Industri. Permasalahannya saudara Rinaldi diberhentikan karena tidak mau
mengikuti aturan perusahaan yaitu adanya rotasi. Setelah dilakukan mediasi, yang bersangkutan kembali
dipekerjakan dengan catatan meminta maaf dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan selagi
tidak melanggar normatif”, kata Sudari.

"Persoalan yang kedua yaitu antara karyawan dengan PT. Usaha Berkah Amanah sebagai perusahaan alih
daya yang bekerja di PT. Coca Cola. Permasalahannya PT. Coca Cola memutuskan kontrak kerja dengan PT.
Usaha Berkah pada bulan Maret 2020, ternyata karyawan yang ada disitu kontrak kerjanya dari Januari sampai
dengan Desember 2020, jadi ada sisa kontrak 9 (sembilan) bulan lagi. Sesuai dengan aturan, karyawan yang
sudah bekerja 5 (lima) tahun agar diberi uang pisah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun
2021. Setelah kami mediasi, kami memberikan kesempatan kepada PT. Usaha Berkah untuk berdiskusi dengan
manajemen agar dapat memberi win-win solution terhadap karyawan yang menjadi korban PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja)", tambahnya.

Sudari berharap dengan dilakukannya mediasi dari kedua belah pihak, permasalahan yang terjadi tidak
sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial.

“Setelah mediasi ini apa yang kami harapkan bisa terjadi sehingga tidak sampai kepada pengajuan gugatan
ke Pengadilan Hubungan Industrial", tandas Sudari.
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